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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR    8   TAHUN 2006 

TENTANG 

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BULUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang : a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui 
dan dijamin dalam undang-undang; 

b. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipsi 
masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan 
demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesatuan , 
kebersamaan dan kejujuran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf  a,  dan b serta dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan 
kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di 
Kabupaten Bulungan. 

Mengingat  :    1.   Undang-Undang    Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang    Nomor 31 Tahun 2002 Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 

3. Undang-Undang    Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4277); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang    Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4493); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor  
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolahan dan 
Pertangung jawaban Kuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4022); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor  2 Seri E 
Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor  3 
Seri E Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

dan 

BUPATI BULUNGAN 
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MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN 
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 
BULUNGAN  

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Bulungan 
adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah. 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan. 

6. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD 
Kabupaten Bulungan. 

7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh Sekelompok Warga 
Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak 
dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa 
dan negara melalui pemilu. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah 
Rencana keungan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat daerah Otonomi yang diberi tugas 
tertentu dibedakanya sesuai dengan peraturan Perundangan.   

 

BAB  II 

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 2 

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat 
Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai 
Politik. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu. 

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan setiap Tahun Anggaran. 
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BAB III 

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 3 

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD 
hasil pemilu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- 
(Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun. 

 

Pasal 4 

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada 
DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 5 

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD / DPC 
Partai Politik Kabupaten Bulungan kepada Bupati; 

(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda 
tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai  yang bersangkutan. 

(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilengkapi dengan dokumen dan atau persyaratan sebagai berikut : 

1. Surat pertanggungjawab bantuan keuangan tahun sebelumnya; 
2. Proposal pengajuan bantuan; 
3. Surat Keterangan sebagai peserta Pemilu dari KPU Kabupaten Bulungan; 
4. Surat Keterangan perolehan suara / kursi di DPRD Kabupaten Bulungan dari 

KPU Kabupaten Bulungan. 

 

BAB V 

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 6 

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Partai atau Bendahara Partai dengan berita 
acara serah terima bantuan keuangan. 

 

BAB VI 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  

Pasal 7 

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah penerimaan bantuan keuangan tersebut dan terlebih dahulu diaudit 
berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman 
pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. 

 

 

 

    Ditetapkan di Tanjung Selor 
                                                    pada tanggal 14 Desember 2006 

   BUPATI BULUNGAN, 

 

 

    BUDIMAN ARIFIN 

 

 
 
Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 14 Desember 2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

 

 

             KARSIM AL AMRIE 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 SERI E NOMOR 4 

 

 


